BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
. TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

' ' Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

) b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

‘ pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato
Tahun 2025-2045.

| Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060); '




Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5847) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);




8.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran
Pembangunan Nasional ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);



13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi gorontalo Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20
(dua puiuhj tahun.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.



10.

11.

(1)

(2)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB 11
RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA DAERAH

Pasal 2
RPJPD Kabupaten Pohuwato adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pohuwato untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
RPJPD Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan daerah untuk tahun 2025-2045 yang disusun sesuai dengan
kondisi umum, karakteristik, dan potensi daerah dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun
2019-2039.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk;

a.

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional,
efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;

menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
Pembangunan daerah antara pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan
pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat;

pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi kepala daerah;
dan

pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.



BAB Il
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 4

(1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun  dengan  sistematika

(1)

(2)

(3)

sebagai berikut:

BabI PENDAHULUAN

Bab I[I GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab [IIl PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab [V VISI DAN MISI DAERAH

Bab V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab VI PENUTUP

RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 5
RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 rﬂenjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka
panjang maka Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai
dengan Tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJPD untuk periode 20 tahun

berikutnya.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6
Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan
perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi
RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

Pasal 7
RPJPD Kabupaten Pohuwato dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi
perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
Tata cara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghidari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka
Bupati pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} untuk tahun pertama periode
pemerintahan berikutnya yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.
Pelaksanaan ketentuan RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 - 2045

dalam Peraturan Daerah ini dimulai pada Tahun 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal O

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pohuwato105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 21 Oktober 2024
Plt. BUPATI POHUWATO,

SUHARAI IGIRI
Diundangkan di Marisa

pada tanggal 21 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (3/17/2024)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 - 2045

UMUM

Kabupaten Pohuwato merupakan daerah otonom diberi kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan
masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi
kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam
Negeri telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung
terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan
Pembangunan nasional dan Pembangunan daerah yang merupakan
implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Menjadi Undang-Undang.

RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan
rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu
pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan
skala lebih luas. Dalam tata perencanaan Pembangunan daerah, RPJPD

Kabupaten Pohuwato akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Pohuwato.



Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang
lingkup RPJPD yang meliputi Visi Pembangunan, Misi Pembangunan,
Arah Kebijakan Pembangunan, Sasaran Pokok Pembangunan,

Sistematika RPJPD, serta Pengendalian dan Evaluasi.

[I. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1



